RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

P

i

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan pembangunan daerah
yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel perlu
dilakukan penyeragaman Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf
b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota;

bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Wali
Kota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan hukum sehingga perlu dicabut dan
diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota
Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7058);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM DAN

PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi tata cara penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
selanjutnya disingkat PPK Unit SKPD adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
urusan Pemerintah Daerah.

Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD
adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
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11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat

pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas
dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali Kota
dalam rangka penyusunan APBD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-
jawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-
jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada Unit SKPD.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali
Kota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar
seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD
atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan
pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan
sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh PA.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.
37.

Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disebut Perubahan DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja
dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran
untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD/Unit Kerja SKPD
dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan
tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung.

Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah uang untuk
mengganti UP yang telah terpakai sebesar surat pertanggungjawaban
penggunaan UP yang telah disahkan oleh PA.

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah pembayaran
langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas
dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya
melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah
tambahan uvang muka yang  diberikan kepada = Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai
pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP
dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat
permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan
dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah
Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas
Belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran
pemegang kartu kredit dipenuhi oleh bank penerbit kartu kredit sesuai
dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan SKPD berkewajiban
melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati
dengan pelunasan pembayaran sekaligus.

Bank adalah pihak yang melakukan pembayaran berdasarkan SP2D.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
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pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

38. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB 11
SISTEM DAN PROSEDUR
Bagian Kesatu

Perencanaan Anggaran

Pasal 2
(1) Perencanaan anggaran meliputi sistem dan prosedur penyusunan dan
pengesahan:
a. KUA-PPAS;
b. perubahan KUA-PPAS;

c. RKA-SKPD;

d. pergeseran anggaran,
e. perubahan RKA-SKPD;
f. DPA-SKPD; dan

g. perubahan DPA-SKPD.

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikonsolidasikan
menjadi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.

(3) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak disetujui oleh DPRD dan Wali Kota dalam waktu 60
(enam puluh) hari sejak disampaikan, Wali Kota menyusun rancangan
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD paling tinggi sebesar angka
APBD tahun anggaran sebelumnya.

(4) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat
mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

(5) Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sebelum DPA-SKPD disahkan, BUD dapat
membuat SPD tanpa menunggu DPA-SKPD disahkan setelah diterbitkan
Peraturan Wali Kota tentang belanja wajib dan mengikat.

(6) Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau DPA-SKPD, atau dokumen lain
yang dipersamakan dengan SPD.

(7) Dalam hal terjadi keterlambatan penetapan rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
APBD yang telah disetujui oleh DPRD dan Wali Kota, anggaran untuk
belanja yang sifatnya wajib dan mengikat dapat dilaksanakan.

Bagian Kedua
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Pelaksanaan dan Penatausahaan Penerimaan
Pasal 3

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan meliputi:

a.

Sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan Bendahara
Penerimaan yang terdiri atas:

1. penerimaan tunai oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu;

2. penerimaan tunai oleh Bendahara Penerimaan melalui pihak lain/juru
pungut;

3. penerimaan melalui rekening bank Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai; dan

4. penerimaan melalui bank pemegang RKUD.
pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan; dan

pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran
Pasal 4

Pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaran meliputi:

a.

o

o o

5@ e o

[y

penyusunan anggaran kas;

pembuatan surat penyediaan dana;

pelaksanaan dan penatausahaan UP;

pelaksanaan dan penatausahaan GU;

pelaksanaan dan penatausahaan TU;

pelaksanaan dan penatausahaan LS;

pelaksanaan dan penatausahaan kas umum Daerah;
pelaksanaan dan penatausahaan kas transitoris;
pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan Daerah;
penatausahaan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;

penatausahaan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu;
dan

tata cara penyusunan laporan BUD.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 5

Pelaporan dan pertanggungjawaban meliputi:

a.
b.

penyusunan laporan keuangan SKPD;

laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 6 (enam) bulan
berikutnya; dan
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(1)

(2)

(3)

akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah
Daerah.

Bagian Kelima
Pembayaran Keterlambatan Pekerjaan/Pembayaran
Pasal 6

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/
perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun
anggaran dapat terjadi akibat adanya:

a. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan
barang dan jasa;

b. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang
dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan
100% (seratus persen) pada tahun berkenaan; dan

d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan
yang bersifat tetap.

Pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui tahapan:

a. melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

b. mengganggarkan pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;
dan

c. mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar
pelaksanaan pembayaran.

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali
Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan
kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan melalui tahapan:

a. Kepala SKPD meneliti sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian
pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan
bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian
penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;

b. hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Wali Kota untuk selanjutnya ditetapkan keadaan kahar (force
majeure) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

d. mengganggarkan pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;
dan
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(4)

(S)

e. mengesahkan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai
dasar pelaksanaan pembayaran.

Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui tahapan sebagai
berikut:

a. melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

b. mengganggarkan pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;
dan

c. mengesahkan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai
dasar pelaksanaan pembayaran.

Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui tahapan:

a. Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Daerah
sebagai dasar penganggaran dalam APBD;

b. melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

c. mengganggarkan pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan;
dan

d. mengesahkan DPA-SKPD atau Perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai
dasar pelaksanaan pembayaran.

Pasal 7

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(1)
(2)

(3)

(4)

BAB III
PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA
Pasal 8
Wali Kota dapat mengusulkan Perubahan APBD.

Pengusulan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali
dalam keadaan luar biasa.

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran
dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%
(lima puluh persen).

Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan
dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen)
dapat dilakukan penambahan sub kegiatan baru dan/atau peningkatan
capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun
anggaran berkenaan.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 87),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO
Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR
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